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ABSTRAK 

 

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang mengikat antara penjual dan 

pembeli yang disertai dengan hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban dari penjual 

merupakan penyerahan barang atau levering kepada pembeli dan pembeli 

berkewajiban untuk membayar sejumlah harga. Dewasa ini dalam perjanjian jual 

beli, ketika melakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, 

menggunakan pihak ke-3 sebagai sarana yang mengirimkan barang tersebut. Pihak 

ke-3 ini adalah pihak jasa pengiriman sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Pihak jasa pengiriman dan penjual akan 

saling mengikatkan diri dan akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian yaitu 

perjanjian jasa pengiriman. Namun pada kenyataannya ketika menggunakan pihak 

jasa pengiriman dalam hal mengirimkan barang, penjual secara sepihak 

mengalihkan tanggungjawabnya kepada pihak jasa pengiriman. Dengan begitu 

seakan-akan apabila terjadi kerugian, maka pembeli tidak dapat menuntut tanggung 

jawab kepada pihak penjual, dan pembeli di sisi lain tidak bisa menuntut pihak jasa 

pengiriman karena tidak ada ikatan apapun antara pihak pembeli dan pihak jasa 

pengiriman. Berdasarkan KUHPerdata dan doktrin Penjual tetap memiliki tanggung 

jawab hingga segala kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian jual beli 

terpenuhi. Dengan begitu apabila terjadi kerugian pada saat levering, pembeli tetap 

dapat menuntut pihak penjual untuk bertanggungjawab. Namun dalam hal ini Pihak 

Jasa pengiriman juga memiliki tanggung jawab kepada penjual, sehingga apabila 

muncul kerugian penjual dapat menuntut pihak jasa pengiriman untuk 

bertanggungjawab.  

 

Kata Kunci: Penjual, Pembeli, Jasa Pengiriman, Tanggung Jawab, Perjanjian 

Jual Beli dan Perjanjian Jasa Pengiriman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan 

hidup saling berdampingan dengan manusia lainnya. Hal tersebut dapat dilihat 

dari interaksi dimana manusia yang satu membutuhkan manusia lainnya. Interaksi 

ini yang kemudian menyebabkan lahirnya norma hukum yang berlaku bagi 

mereka dalam bermasyarakat. Norma hukum yang lahir di masyarakat betujuan 

untuk menjaga tata tertib serta menjamin keadilan, mengingat bahwa setiap 

kebutuhan manusia berbeda-beda. Menurut R. Abdoel Djamali dalam buku 

Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan: 

“norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan 

kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam 

situasi kebersamaan maupun situasi sosial. Hal itu untuk mencapai 

tata tertib demi keadilan” 

Dalam perkembangannya hukum yang lahir dalam masyarakat dituangkan 

ke dalam suatu peraturan perundang-undangan guna menjamin adanya kepastian 

hukum. Salah satu produk hukum yang lahir dari interaksi antar manusia tersebut 

adalah perundang-undangan yang mengatur hubungan privat antar manusia. 

Indonesia sebagai salah satu negara hukum juga memiliki sekumpulan aturan 

hukum yang berlaku, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang merupakan peraturan di bidang hukum privat. Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata), atau yang dikenal 

dengan isitilah Burgerlijke Wetboek, berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 

1984. 

Salim HS dalam buku Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), 

menyampaikan mengenai hukum perdata yaitu:1 

                                                             
1 Dikutip dari Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, 2012, hlm.1 
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“…..hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan antara subyek hukum yang satu dengan 

subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam 

pergaulan masyarakat” 

Hukum Perdata menurut Munir Fuady dalam buku Konsep Hukum Perdata 

adalah2: 

“seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau 

hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan 

para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan 

dengannya, tanpa melibatkan kepentingan 

publik/umum/masyarakat yang lebih luas” 

KUHPerdata, yang merupakan sumber utama hukum privat dalam masyarakat 

Indonesia, merupakan terjemahan dari KUHPerdata Belanda. KUHPerdata 

Belanda tersebut diterapkan di Indonesia dengan berdasarkan asas Konkordansi. 

Dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan telah dicabut oleh Undang-

Undang, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Agraria, Undang-

Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Tenagakerja. KUHPerdata sendiri 

dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu Buku I mengatur mengenai Hukum 

tentang orang (personen recht), Buku II mengatur hukum tentang benda (zaken 

recht), Buku III mengatur hukum tentang perikatan (verbintenissen recht), dan 

Buku IV mengatur hukum tentang pembuktian dan kadaluwarsa (lewat waktu) 

(van bewijs en verjaring).3 

Dalam Buku III KUHPerdata mengenai perikatan, mengatur mengenai 

perjanjian jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.  

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu 

persetujuan antara dua pihak, di mana terdapat pihak yang menyerahkan barang 

dan pihak lainnya membayar sejumlah harga. Pihak-pihak tersebut adalah pihak 

penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual adalah pihak yang akan menyerahkan 

                                                             
2 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT. Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.1.  
3 Id, hlm. 3. 
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suatu barang, sedangkan pihak pembeli adalah pihak yang akan membayar harga 

dari barang tersebut. Selain itu adanya barang yang menjadi obyek dalam 

perjanjian ini yang merupakan hak milik dari pihak penjual untuk diserahkan 

kepada pihak pembeli. Sebelum terjadinya penyerahan objek perjanjian jual beli, 

para pihak harus mencapai sebuah kesepakatan. Sifat konsesuil tersebut diatur 

dalam Pasal 1458 KUHPerdata: 

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera 

setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang 

tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan 

dan harganya belum dibayar”.  

Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki 

oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.4 Setelah tercapainya 

kata sepakat maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses “penyerahan” 

atau “levering”, yang dalam hal ini melibatkan pihak lain sebagai pihak yang 

menyediakan jasa dalam hal pengiriman barang. 

Dalam perjanjian jual beli hak milik belum berpindah sampai pada saat 

terjadinya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Sehingga inilah yang 

disebut bahwa perjanjian jual beli itu hanya “obligatoir” karena perjanjian jual 

beli baru memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, dan belum 

memindahkan hak milik. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 1459 

KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa: 

“Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli 

selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613, dan 

616” 

Penyerahan atau levering  ini dibagi menjadi tiga macam menurut KUHPerdata 

yaitu penyerahan barang bergerak, penyerahan barang tak bergerak dan 

penyerahan piutang atas nama. Masing-masing penyerahan barang mempunyai 

caranya masing-masing, yaitu: 

                                                             
4 R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 3. 
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a) Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang  nyata atau 

menyerahkan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 KUHPerdata) 

b) Penyerahan barang tak bergerak terjadi dengan pengutipan sebuah “akta 

transport” dalam register tahah di depan Pegawai Balik Nama (Ordonansi 

Balik Nama L.N 1832-27) 

c) Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan sebuah akta yang 

diberitahukan kepada si berutang (akta “cessie”, Pasal 613).5 

Pada proses penyerahan ini, pihak penjual dalam transaksi jual beli pada 

prakteknya membutuhkan pihak jasa pengiriman barang untuk mengalihkan hak 

milik atas barang beserta pula barangnya kepada pihak pembeli. Alasannya dapat 

terjadi karena beberapa faktor, misalnya pihak penjual dan pihak pembeli berada 

pada dua daerah yang berbeda atau barang dalam perjanjian jual beli berada 

dalam daerah yang berbeda sehingga perlu dikirimkan. 

Sehingga terdapat dua perjanjian yang muncul di sini yaitu perjanjian jual 

beli, antara pihak penjual dan pembeli, sebagai perjanjian pokok dan perjanjian 

pengiriman barang, antara pihak penjual dan pihak jasa pengiriman barang, 

sebagai perjanjian tambahan. Sehingga perjanjian ini pada dasarnya menyangkut 

3 (tiga) pihak, yaitu pihak penjual, pihak pembeli dan pihak pihak jasa 

pengiriman barang. Dalam perjanjian jual beli, pihak penjual dan pembeli 

menurut R. Subekti mempunyai kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya 

dan menanggungnya.6 Kemudian pembeli berkewajiban untuk membayar harga 

pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.7 

Lalu dalam perjanjian pengiriman, pihak jasa pengiriman barang bertugas untuk 

melaksanakan pengiriman atau sebagai perantara dalam pengiriman barang 

tersebut.  

                                                             
5R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, 1985, hlm. 79. 
6Id, hlm.  83. 
7Id, hlm. 86 
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Pada perjanjian pengiriman, pihak jasa pengiriman barang akan 

mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang artinya suatu perjanjian dimana 

pihak jasa pengiriman dengan aman akan membawa barang dari satu ke lain 

tempat, sedangkan pihak penjual menyanggupi akan membayar sejumlah harga 

atas jasa tersebut. Walaupun hak dan kewajiban pihak jasa pengiriman barang 

tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi mengenai pengiriman diatur 

di dalam peraturan di luar KUHPerdata yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2009 tentang POS. Kemudian pihak jasa pengiriman barang mengusahakan agar 

barang-barang yang dikirim tetap dalam keadaan lengkap tidak rusak untuk 

diserahkan kepada pihak yang dialamati.  Sehingga apabila kewajiban ini tidak 

dipenuhi maka pihak jasa pengiriman barang dapat dikatakan melanggar 

perjanjian serta dapat dimintai ganti rugi. 

Perusahaan jasa pengiriman barang kini semakin berkembang melihat 

tingginya kebutuhan akan pengiriman barang di Indonesia. Para pelaku usaha 

memanfaatkan keadaan tersebut dengan mendirikan sejumlah perusahaan 

pengiriman barang, baik perusahaan milik negara seperti POS dan juga 

perusaahan swasta seperti JNE, TIKI, J&T, Fedex dan perusahaan swasta lainnya. 

Perkembangan ini pula yang mendorong dibentuknya peraturan di bidang 

pengiriman barang pula. Peraturan yang berlaku pada saat ini mengenai 

perusahaan pengiriman barang adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai 

POS, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS, yang 

selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pos. Penyelenggara POS menurut 

Pasal 4 Undang-Undang Pos adalah: 

“(1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang 

berbadan hukum Indonesia. 

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas: 

a. badan usaha milik negara; 

b. badan usaha milik daerah; 

c. badan usaha milik swasta; dan 

d. koperasi.” 
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Kemudian pengertian Pos sendiri disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-

Undang Pos yaitu: 

“Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, 

layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan 

layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.” 

Dalam Undang-Undang Pos menyebutkan pula mengenai hak dan kewajiban 

dalam layanan jasa pengiriman yang diatur dalam Bab V mengenai hak dan 

kewajiban, mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 32. Dalam bab mengenai hak 

dan kewajiban tersebut, mengatur pula mengenai tanggung jawab dari pihak jasa 

pengiriman barang kepada pengguna layanan jasa pengiriman tersebut, dalam hal 

ini pihak penjual. Serta mengenai ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak 

penjual apabila hendak meminta pertanggungjawaban dari pihak jasa pengiriman 

barang. 

Dengan adanya pihak jasa pengiriman dalam perjanjian jual beli antara 

pihak penjual dan pihak pembeli, menimbulkan adanya permasalahan hukum 

dalam transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman barang. 

Permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian jual beli ini adalah 

menyangkut hal pertanggungjawaban pada proses levering. Pada kenyataannya 

dalam transaksi jual beli masih ditemukan pihak penjual yang pada saat 

mengalihkan hak kepemilikan atas barang kepada pihak pembeli, melepaskan 

tanggung jawabnya kepada pihak jasa pengiriman barang. Sedangkan dalam 

perjanjian jual beli, pihak pembeli hanya terikat perjanjian dengan pihak penjual. 

Sehingga apabila terjadi kerugian atas kerusakan atau kehilangan barang atau 

ketidak sesuaian barang yang dibeli, maka pihak pembeli hanya dapat meminta 

pertanggunggjawaban kepada pihak penjual. Namun di sisi lain, pada saat pihak 

penjual mengirimkan barang melalui salah satu pihak yang menyediakan jasa 

pengiriman barang, maka pihak jasa pengiriman barang tersebut memikul 

tanggung jawab hanya kepada pihak penjual, selaku yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian jasa pengiriman. Tanggung jawab pihak jasa pengiriman tersebut yaitu 



 
 

7 
 

untuk menjaga barang dalam keadaan lengkap dan tidak rusak untuk diserahkan 

kepada pihak yang dialamati. 

Pada penelitian hukum ini, penulis hendak meneliti, dari ketiga pihak 

tersebut pihak manakah yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi 

kerugian atas barang yang telah dibeli oleh pihak pembeli akibat pengiriman 

melalui jasa pengiriman. Menurut Pasal 1459 KUHPerdata pihak penjual harus 

menyerahkan barang yang dijual kepada pihak pembeli agar terjadi penyerahan 

levering. Sehingga pihak penjual maupun pembeli memiliki tanggung jawab yang 

didasarkan pada KUHPerdata. Namun apabila barang yang hendak diserahkan 

tersebut mengalami kerusakan, cacat atau hilang pada saat barang dikirim melalui 

pihak jasa pengiriman, pihak penjual merasa tidak bertanggung jawab. Kemudian 

untuk mencari tahu sejauh mana pertanggungjawaban yang dimiliki pihak jasa 

pengiriman barang  dapat ditinjau dari Undang-Undang Pos. 

Berdasarkan pemaparan atas permasalahan tersebut, penulis hendak 

mengkaji lebih jauh mengenai siapa dari ketiga pihak tersebut yang seharusnya 

bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat pengiriman barang melalui jasa 

pengiriman barang dalam perjanjian jual beli. Kemudian penulis hendak mengkaji 

bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang telah diketahui harus 

bertanggungjawab. Hasil kajian dari permasalahan akan dituangkan oleh penulis 

dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

“Pertanggungjawaban Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kerugian Pada 

Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Jasa Pengiriman”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, 

maka rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai berikut: 

1. Siapakah pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi dalam 

perjanjian jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman? 
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2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pihak tersebut atas kerugian yang 

terjadi dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman? 

 

1.3 Tujuan Penelitan 

Dalam penelitian hukum ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis 

adalah pertama, penulis hendak mencari tahu siapa yang bertanggung jawab 

apabila terjadi kerugian dalamperjanjian jual beli yang menggunakan jasa 

pengiriman. Mengingat dalam perjanjian jual beli ini tidak hanya melibatkan 2 

(dua) pihak saja, yaitu penjual dan pembeli, tetapi juga menyangkut pihak ke 3 

(tiga) selaku pihak jasa pengiriman barang.Tujuan kedua penulis hendak mencari 

tahu bentuk dari pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pihak yang 

seharusnya bertanggungjawab kepada pihak yang mengalami kerugian dalam 

perjanjian jual beli yang juga melibatkan jasa pengiriman. Sehingga penulis akan 

meninjau bentuk pertanggungjawaban ini dari aturan-aturan serta teori-teori yang 

terkait.. Hal ini karena tidak ada kepastian hukum yang jelas mengenai 

pertanggungjawaban pada saat penjual melakukan levering atau penyerahan hak 

kepada pembeli dalam transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman. 

Seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa penjual menganggap 

bahwa dengan diserahkannya pengiriman barang melalui pihak jasa pengiriman 

barang maka tanggung jawab levering pun beralih kepada pihak jasa pengiriman 

barang. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif. 

Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan 

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.8 Metode 

tersebut merupakan metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

                                                             
8Johnny Ibrahim., Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu Media Publishing, 2005, 

hlm. 57. 
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data sekunder belaka.9Data sekunder yang dimaksud adalah data yang tidak 

diperoleh langsung dari masyarakat, melainkan data yang diperoleh cukup dari 

bahan-bahan kepustakaan10. Pengumpulan data yang dilakukan di dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode data sekunder. Di mana lebih 

menitikberatkan pada kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini. Data 

sekunder yang di maksud adalah: 

1.4.1 Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan, yaitu: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS  

1.4.2 Bahan Hukum Sekunder 

Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan primer yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti 

buku-buku, doktrin, karya ilmiah para sarjana, makalah, surat kabar, artikel, 

bulletin, dan/atau jurnal-jurnal. Selain itu bahan sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan perjanjian 

jual beli dan pertanggunggjawaban pihak-pihak yang bersangkutan. 

1.4.3 Bahan Hukum Tersier 

Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang menjadi penunjang 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu mencakup 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan halaman-halaman internet. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

                                                             
9Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada, 2000, hlm. 

13. 
10Id, hlm.12. 
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Dalam penelitian ini, penulis akan membagi sistematika penulisan hukum 

menjadi 5 (lima) bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan akan berisi mengenai latar belakang 

penulis mengangkat topik yang bersangkutan yaitu 

Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli 

Dengan Menggunakan Jasa Pengiriman. Kemudian bab ini juga 

akan berisi tentang rumusan masalah atas topik yang diangkat dan 

akan dijawab oleh penulis. Selain itu bab ini akan berisi pula 

mengenai tujuan dari penulisan serta manfaatnya. 

BAB II PERJANJIAN JUAL BELI, PERJANJIAN PENITIPAN DAN 

PERJANJIAN JASA PENGIRIMAN BARANG 

 Pada bab ini penulis akan membahas mengenai perjanjian secara 

umum, lebih rincinya mengenai perjanjian jual beli dan perjanjian 

jasa pengiriman barang. Dalam perjanjian jual beli akan di 

jabarkan mengenai definisi perjanjian jual beli, para pihak dari 

perjanjian jual beli, serta hak dan kewajiban dari para pihak dalam 

perjanjian jual beli. Lalu dalam perjanjian pengiriman barang akan 

di jabarkan mengenai definisi perjanjian jasa pengiriman barang, 

kemudian penulis akan membahas mengenai aturan yang dapat 

diberlakukan terhadap pihak jasa pengiriman barang. Aturan 

tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 

tentang POS. 

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB 

PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI MELALUI JASA 

PENGIRIMAN 

 Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tanggung jawab 

yang dimiliki para pihak dari transaksi jual beli yang 

menggunakan jasa pengiriman. Tanggung jawab ini akan ditinjau 
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secara yuridis, yaitu dari KUHPerdata serta dari Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS, dan menggunakan teori-teori 

dari para ahli. 

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK-PIHAK 

YANG TERLIBAT KERUGIAN DALAM TRANSAKSI 

JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN JASA 

PENGIRIMAN 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai permasalahan 

pertanggungjawaban dari para pihak yang didasarkan pada teori-

teori yang telah dipaparkan dalam Bab II dan Bab III. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian serta memberikan saran-saran yang menyangkut 

permasalahan pertanggungjawaban para pihak terhadap kerugian 

akibat pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang. 
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